KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 100/Kep.776-BKD /2017

TENTANG

PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

1:

TAHUN 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

: a. bahwa berdasarkan Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2016 terhadap Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015, Pemerintah
Pusat telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
Tahun 2015;

. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peringkat dan
Status  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2015, dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Daerah (Lembaran
244, T bahan




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

A geraturan Pemerin
e
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tah Nomor 3 Tahun 2007 tentang L
nye : g Laporan
Lapzr;?gf;r;zn Pemerintahan ADaerah kepada Pemerintah,
DPRD. dan In?gan Fferr.anggung;awaban Kepala Daerah kepada
- e k ormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
€pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 19
, Tamb g '
Indonesia Nomor 4693); amhshan Lembaran Negar Republi

' Pcratura_m Pamerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

. Peraturan Pamerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016
tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015.

Peringkat dan Status Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU terdiri atas:

a. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 15
(lima belas) Daerah Kabupaten se-Jawa Barat;

b. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 8
(delapan) Daerah Kota se-Jawa Barat;

c. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Tidak Ditampilkan 2 (dua) Daerah Kabupaten se-Jawa
Barat; dan

d. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Tidak Ditampilkan 1 (satu) Daerah Kota se-Jawa Barat;

sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja sebagaimana dimaksgd_
pada Diktum KEDUA, peringkat berprestasi paling tinggl terdiri
atas:

a. Peringkat dan Status Kinerja 3 (tiga) besar Penyele_nggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten tingkat Daerah Provinsi Jawa
*Barat; dan

b. Peringkat dan Status Kinerja 3 (tiga) besar .Per'myelenggaraar‘x“$
Pemerintahan Daerah Kota tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

sebagaimana tercantum pada Lampiran II. sgbagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
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Kabupaten dan Kota peringkat berprestasi paling Finggi tingkat
Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA, diberikan penghargaan berupa:

a. Piagam Gubernur Jawa Barat; dan

b. Trophi.

Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017.-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Band
pada tanggal

un
1 Agus%us 2017




LAMPIRAN I KEPUTUSAN

PERINGKAT

DAERAH KABUPATEN/

GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR  100/Kep.776-BKD /2017

TANGGAL : 31 Agustus 2017

TENTANG : PERINGKAT DAN STATUS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TINGKAT

DAERAH PROVINSI

TAHUN 2015.

KINERJA

JAWA BARAT

DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

TAHUN 2015.

KOTA TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 15 (lima belas)
Daerah Kabupaten se-Jawa Barat

PERINGKAT NAMA KABUPATEN PRESTASI SKOR |
1 KABUPATEN KUNINGAN | SANGAT TINGGI | 3,4301
2 KABUPATEN MAJALENGKA | SANGAT TINGGI | 3,3508 1
3 | KABUPATEN TASIKMALAYA SANGAT TINGGI | 3,3411 |
4 KABUPATEN GARUT SANGAT TINGGI 3,3335_J
5 KABUPATEN BOGOR SANGAT TINGGI | 3,3287
6 KABUPATEN CIANJUR SANGAT TINGGI | 3,3274
7 KABUPATEN CIAMIS SANGAT TINGGI | 3,3164
8 KABUPATEN BEKASI SANGAT TINGGI | 3,2832
9 KABUPATEN BANDUNG BARAT | SANGAT TINGGI | 3,2589
10 KABUPATEN BANDUNG | SANGAT TINGGI | 3,2492
11 KABUPATEN KARAWANG | SANGAT TINGG! | 3,2433 |
12 KABUPATEN SUKABUMI | SANGAT TINGGI | 3,2260
13 | KABUPATEN INDRAMAYU | SANGAT TINGGI | 3,2066
14 KABUPATEN CIREBON SANGAT TINGGI | 3,1749 |
15 KABUPATEN PURWAKARTA SANGAT TINGGI | 3,0943 |

B. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 8 (delapan)
Daerah Kota se-Jawa Barat

PERINGKAT NAMA KOTA PRESTASI SKOR
1 KOTA BANDUNG SANGAT TINGGI 3,3040
2 KOTA DEPOK SANGAT TINGGI 3,2908
3 KOTA BANJAR SANGAT TINGGI 3,2809
4 KOTA SUKABUMI SANGAT TINGGI 3,2593
S KOTA BOGOR SANGAT TINGGI 3,1954
6 KOTA BEKASI SANGAT TINGGI 3,1447
7 KOTA TASIKMALAYA SANGAT TINGGI 3.1186



C. Peringkat dan Statu
Ditampilkan 2 (dua)
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s Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak
Daerah Kabupaten se-Jawa Barat

PERINGKAT NAMA KABUPATEN PRESTASI SKOR
N/A KABUPATEN SUBANG N/A N/A
N/A KABUPATEN SUMEDANG N/A N/A

D. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak

Ditampilkan 1 (satu) Daerah Kota se-Jawa Barat

PERINGKAT

NAMA KOTA

PRESTASI

SKOR

N/A

KOTA CIMAHI

N/A

N/A




.

LAMPIRAN Il KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 100 /Kep.776-EKD /2017

TANGGAL : 31 Agustus 2017

TENTANG : PERINGKAT DAN STATUS KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TINGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2015.

A.Peringkat dan Status Kinerja 3 (tiga) besar Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat

PERINGKAT NAMA KABUPATEN PRESTASI SKOR
1 KABUPATEN KUNINGAN SANGAT TINGGI 3,4301
2 KABUPATEN MAJALENGKA ~ SANGAT TINGGI 3,3508
3 KABUPATEN TASIKMALAYA SANGAT TINGGI 3,3411

B.Peringkat dan Status Kinerja 3 (tiga) besar Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kota tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat

PERINGKAT NAMA KOTA PRESTASI SKOR
1 KOTA BANDUNG SANGAT TINGGI 3,3040
2 KOTA DEPOK SANGAT TINGGI 3,2908
3 KOTA BANJAR SANGAT TINGGI 3,2809
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